I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah wacana yang dikembangkan dengan tujuan
untuk menampung aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Secara sederhana
demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat,
pemerintahan demokrasi adalah milik rakyat, dijalankan oleh rakyat dan
diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi tidak ditransformasikan sebagaimana
mestinya, namun dipakai sebagai cara melakukan transaksi kekuasaan inilah
gejala politik demokrasi yang kian berkembang. Selain itu, sistem pemilu
yang dirancang tidak komperehensif sangat memungkinkan kompetisi tidak
sehat dalam segala aspek kehidupan, partai politik tidak memainkan fungsi
rekrutmen politik dan sarana pengaturan konflik yang baik, tetapi cenderung
mengutamakan menggunakan pengaruh dalam merebut pemilih karena partai
politik manapun umumnya mengejar target perolehan suara (Samah dan

Susanti, 2013: 3).

Demokrasi semata dimaknai sebagai sebuah metode kelembagaan, maka
proses-proses demokrasi diukur dalam parameter ‘bagaimana suara
didapatkan”, artinya demokrasi adalah proses bagaimana untuk mendapatkan
legitimasi publik, dalam hal ini, suara rakyat dalam pemilu. Jangan heran jika

pemilu, pilpres, dan pilkada dianggap sebagai pencapaian brilian dari upaya



demokratisasi. Salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum adalah bagian
dari perwujudan hak-hak asasi yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat,
juga kebebasan berserikat. Melalui pemilihan ini pula rakyat membatasi
kekuasaan pemerintah, sebab setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang
dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan

pemilih terganggu (Sharma, 2004: 87).

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu
sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa
karateristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggung
jawaban negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi

dan berorganisasi. (Beetham dalam Arifin, 2014: 45).

Pemilihan pejabat negara secara langsung oleh rakyat yang telah berlangsung
berulang-ulang akan mengkondisikan setiap pejabat negara menjadi pelayan
rakyat. Pejabat negara dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung
jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitan dengan pemenuhan
janji dan komitmen yang diberikannya pada waktu kampanye (Merphin

Panjaitan, 2013: 134).

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi
masyarakat dan negara. Pada praktiknya politik adalah untuk mempengaruhi
dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga,
seseorang dan sekelompok orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan

opini masyarakat yang berhasil di bangunnya atau dipengaruhinya, oleh



karena itulah muncul suatu fenomena yang kita kenal dengan politik uang

(Sudjito, 2009: 24)

Tahun 2014 Indonesia memiliki kesempatan kembali memilih wakil rakyat
baik DPR, DPD, DPRD maupun pemilihan presiden dan wakil presiden tidak
terkecuali daerah lampung khususnya Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way
Krui Kabupaten Pesisir Barat. Pada proses pemilihan langsung legislatif DPR,
DPD, DPRD seringkali terjadi permasalahan yang bersifat transaksi uang
katakanlah politik uang atau money poltic yang dilakukan calon legislatif

terhadap pemilih demi sebuah kekuasaan.

Khusus di Pekon Gunung Kemala ditemukan berbagai permasalahan dalam
pemilihan umum legislatif seperti pemilihan umum tahun 2014, dimana calon
mengandalkan uang sebagai strategi dalam memenangkan pemilu. Sehingga
masyarakat di Pekon Gunung Kemala ini dengan terang-terangan menerima
uang dan memilih mana yang paling banyak memberi, dengan kondisi ini akan
sangat mempengaruhi perilaku pemilih yang ada di Gunung Kemala. Seperti
halnya yang terjadi salah satu masyarakat Pekon Gunung Kemala bernama
Irawan yang peneliti wawancarai pada tanggal 5 September 2014 yang
menyatakan beliau telah menerima paket sembako dan perlengkapan alat
shalat yang disertai dengan amplop berisi uang dan gambar salah satu calon
legislatif dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014. Selain Irawan seorang warga
Pekon Gunung Kemala Gunung Kemala lain yang bernama Zohir juga telah

menerima pemberian berupa amplop dan sembako dari salah calon legislatif.



Selain permasalahan di atas, permasalahan money politic yang terjadi dalam
pemilihan legislatif tahun 2014 kasus yang terjadi pada Evan Tolani, caleg
dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) divonis hukuman 4 bulan kurangan dan 6
bulan percobaan. Majelis Hakim yang dipimpin ketua PN Liwa Taufik
Rahman menjatuhkan hukuman kepada kader PKS ini pada sidang di
Pengadilan Liwa karena terbukti melakukan politik uang (money politic)

berdasakan laporan Putusan Nomor: 002/LP/Panwaslu-LB/01/2014.

Hasil riset awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan fakta bahwa ada
beberapa alasan mengapa masyarakat Pekon Gunung Kemala menerima uang
atau suapan lainnya yang diberikan para calon legislatif, diantaranya diketahui
bahwa kodrat manusia itu tidak pernah cukup, tidak disangkal bahwa memang
manusia sangat menyukai uang karena memang itulah kebutuhan pokok
manusia, selain itu masa kampanye pun bisa dijadikan ajang penambah
pendapatan mereka. Ada alasan lain juga seperti mungkin itu sebuah
kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat akan
memanfaatkan sesuatu yang akan diberikan oleh calon legislatif sewaktu masa

kampanyenya.

Berdasarkan uraian data di atas, maka money politic atau politik uang
merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan
cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar
mereka yang telah mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang
yang memliki kepentingan tersebut. Selain itu juga money politic bukan hanya

uang, namun juga bisa berbentuk barang, biasanya bisa berupa beras, mie,



ataupun bahan-bahan sembako. Money politic biasanya dilakukan kepada
masyarakat yang ekonominya rendah, karena masyarakat tersebut sasaran

mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang
Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi Pada Pekon Gunung

Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan
masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimanakah politik uang dalam
Pemilihan Umum 2014 di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui

Kabupaten Pesisir Barat?”

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan
politik uang dalam Pemilihan Umum 2014 di Pekon Gunung Kemala

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam
bidang akademik mahasiswa Jurusan llmu Pemerintahan dan menambah

pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan politik uang dalam



Pemilihan Umum 2014 di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui
Kabupaten Pesisir Barat.

. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi
masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap

pemilihan umum.



